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Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2016, lembaga keuangan konvensional, seperti bank
telah melakukan pengaliran dana melalui kredit kepada masyarakat sebesar Rp.660 triliun sedangkan
kebutuhan masyarakakat sebesar Rp.1.649 triliun. Kemudian, berdasarkan hasil studi Polling Indonesia
menunjukkan bahwa sekitar 171,17 juta orang atau 64,8% masyarakat Indonesia sudah menjadi pengguna
internet. Sehingga dengan perkembangan teknologi dan

kebutuhan masyarakat tersebut, ada alternatif pembiayaan baru, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi oleh Financial Technology Peer to Peer Lending. Maka dari itu, penulis
menyoroti permasalahan pengaturan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai pengaturan mengenai
perjanjian dari kedua kegiatan pembiayaan tersebut. Penulis melakukan perbandingan mengenai pengaturan
yang berlaku di Indonesiaterkait perjanjian dari kedua kegiatan tersebut yang dilakukan dengan metode
penelitian yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dari
penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan 5 (lima) persamaan dan 9 (sembilan) perbedaan
di antara perjanjian kredit dan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memiliki saran, yaitu pada kredit bank dapat diberlakukan suatu
pengaturan sehingga perjanjian kredit dapat dilakukan melalui jaringan internet. Sedangkan pada layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi perlu diatur prinsip-prinsip pemberian kredit yang
dijadikan pedoman oleh penyelenggara layanan untuk memberikan suatu pinjaman karena pemberian
pinjaman oleh

pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dilakukan tanpa bertemu secara langsung sehingga berisiko
tinggi.

...... Based on the data collected from the Financial Services Authority in 2016, conventional financial
institutions, such as bank has funded as much as Rp.660 trillion, while the needs of the community is around
Rp.1.649 trillion. Then, based on the results of the Polling Indonesia study, it showed that around 171.17
million or 64.8% Indonesians had become internet users. So with the development of the technology and the
needs of the community, thereis new financing alternative, namely Information Technology-Based Lending
Services by Financial Technology Peer to Peer Lending. Therefore, the author highlights the regulatory
issues that apply in Indonesia, especially on the regulations of the agreement between the two financing
activities. Author makes comparison of the applicable regulations regarding the agreement of the two
financing activities carried out with the

normative juridical research method and the data collection tool used is the study of documents. Based on
the research that the author has done, author found 5 (five) similarities and 9 (nine) differences of regulation
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in Indonesia between the bank |oan agreement and the 1 T-based lending services agreement. Based on this
research, the author has suggestions, bank loan can be regulated so the agreement can be made through the
internet network. Whereas in 1 T-based lending services, it

IS necessary to regulate the principles of lending which are used as guidelines by the service providersto
give aloan because the lending by the lender to the debtor is done without direct meeting so it has high risk



